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ABSTRACT 
 

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas lingkungan yang sehat, aman, 
dan bebas dari bencana serta berkewajiban dalam mengelola seluruh aspek infrastruktur 
lingkungan yang mendukung terhadap lingkungan yang baik. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara atas mendapatkan lingkungan 
yang sehat, aman, dan berkewajiban mitigasi bencana terhadap kasus Banjir Bandang di 
Sumater. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-
deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Analisis melalui studi kasus dilakukan 
pada isu kerusakan lingkungan, yang menyoroti kesenjangan antara akuntabilitas 
pemerintah dan keselamatan publik. Berdasarkan pendekatan kualitatif, kasus Banjir 
bandang di Sumatera tahun 2025 menunjukkan bahwa hak konstitusional warga negara 
atas lingkungan hidup yang sehat dan aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat 
(1) UUD 1945 belum terpenuhi secara optimal, akibat akumulasi kerusakan ekologis seperti 
deforestasi, degradasi daerah aliran sungai, serta lemahnya pengelolaan dalam segala 
aspek infrastruktur lingkungan. Sehingga dengan adanya batasan oleh aturan yang ada di 
Negara Indonesia menunjukkan warga negara Indonesia berhak dan berkewajiban penuh 
atas mendapatkan lingkungan sehat, aman, dan berkewajiban dalam menjaga dan 
mengelola setiap aspek infrastruktur lingkungan yang berkelanjutan. 
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ABSTRACT 
 

Every Indonesian citizen has the right to a healthy, safe, and disaster-free 
environment and is obliged to manage all aspects of environmental infrastructure that 
support a good environment. The purpose of this study is to determine the rights and 
obligations of citizens to obtain a healthy, safe environment and the obligation to mitigate 
disasters in the case of flash floods in Sumatra. The method used in this study is a qualitative-
descriptive method with a legal-sociological approach. Analysis through case studies was 
conducted on the issue of environmental damage, highlighting the gap between government 
accountability and public safety. Based on a qualitative approach, the flash flood case in 
Sumatra in 2025 shows that the constitutional rights of citizens to a healthy and safe 
environment as guaranteed in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution have not 
been optimally fulfilled due to the accumulation of ecological damage such as deforestation, 
degradation of river basins, and weak management in all aspects of environmental 
infrastructure. Therefore, the limitations imposed by existing regulations in Indonesia 
indicate that Indonesian citizens have the right and full obligation to obtain a healthy and 
safe environment, and the obligation to maintain and manage every aspect of sustainable 
environmental infrastructure. 
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1. PENDAHULUAN  
 
Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui 
dan menjamin bahwa lingkungan hidup yang baik, sehat dan aman merupakan hak asasi setiap 
warga negara. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "setiap orang 
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik, sehat dan aman serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Jaminan 
konstitusional ini mengandung dua pengertian mendasar, yakni warga negara berhak untuk 
memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang tersedia, kemudian hak tersebut 
diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat 
dirasakan juga oleh warga negara yang lain (Yusa & Hermanto, 2018). 

 
Saat ini, implementasi hak konstitusional ini menghadapi tantangan serius di tengah 
meningkatnya ancaman bencana ekologis yang melanda Indonesia, khususnya di kawasan 
Sumatera. Pada akhir November 2025, bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang tiga 
provinsi di Sumatera dengan dampak yang sangat besar, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan 
Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana 
tersebut telah menyebabkan lebih dari 400 orang meninggal dan menyebabkan ratusan lainnya 
dinyatakan hilang, dengan lebih dari 150 ribu jiwa terdampak langsung. Bencana yang terjadi 
bukan hanya disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, melainkan diperparah oleh kerusakan 
ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat deforestasi masif (Suryatmojo, 2025). 
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, 
dan Sumatera Barat sepanjang 2016–2025 mencapai 1,4 juta hektare (WALHI, 2025). Khusus di 
Sumatera Barat, kehilangan tutupan hutan periode 2020–2024 mencapai 48.174 hektare, dengan 
deforestasi pada tahun 2025 saja mencapai lebih dari 28.000 hektare (LBH Padang, 2025). Pola 
serupa juga terjadi di Kalimantan, dimana sejak tahun 2005 terjadi ledakan pembangunan 
perkebunan yang mengakibatkan konversi cepat hutan menjadi perkebunan, dengan tingginya 
nilai ekonomi komoditas sawit yang mengundang investor domestik dan asing menyebabkan 
konsesi lahan perkebunan di Kalimantan semakin meluas (Putri, 2024). Kondisi deforestasi masif 
ini memperburuk kerentanan hidrologis dan mempercepat terjadinya bencana banjir bandang di 
berbagai wilayah Indonesia. 

 
Ekosistem hutan memiliki peran vital sebagai penyangga hidrologis yang mampu menyerap dan 
menahan air hujan. Penelitian Fitriandhini & Agustina (2024) menunjukkan bahwa deforestasi 
menyebabkan sistem hidrologis terganggu, yang berakibat pada kekeringan atau banjir di 
kawasan tertentu, perubahan pada struktur ekosistem akibat deforestasi meningkatkan 
sedimentasi dan erosi yang mengakibatkan kerusakan lanskap. Hutan berperan sebagai pengatur 
tata air, dimana sebagian curah hujan akan disimpan sebagai air tanah dan akan dikeluarkan saat 
musim kemarau, dengan ketebalan dan luasnya kanopi hutan serta sistem perakaran yang dalam 
menentukan pengaruh besar terhadap air (P et al., 2021). Penelitian intersepsi curah hujan di 
hutan hujan tropis Taman Nasional Lore Lindu menunjukkan bahwa hutan dengan indeks luas 
daun tinggi mampu mengintersepsi curah hujan secara signifikan (Rauf et al., 2008). Ketika 
tutupan hutan hilang, fungsi hidrologis ini menghilang, mengakibatkan erosi dan longsor yang 
menjadi penyebab banjir bandang. Bencana banjir bandang di Sumatera pada November 2025 
sejatinya merupakan akumulasi kerusakan ekologis di hulu DAS, di mana cuaca ekstrem hanya 
menjadi pemicu, sementara daya rusak yang terjadi tak lepas dari parahnya kerusakan 
lingkungan. 

 
Namun, bencana ekologis ini terjadi di tengah jaminan konstitusional yang seharusnya 
melindungi hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan aman. Mahkamah Konstitusi dalam 
putusannya menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan aman salah satu 
hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, yang dijabarkan lebih lanjut dengan adanya hak setiap 
orang untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan 
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akses keadilan dalam memenuhi hak tersebut (MK RI, 2022). Namun, kegagalan negara dalam 
memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi keselamatan rakyat dan menjaga 
keberlanjutan ekosistem telah memicu respons dari masyarakat sipil, termasuk gugatan warga 
negara (citizen lawsuit) yang diajukan oleh warga Sumatera Barat pada Desember 2025 (LBH 
Padang, 2025). 

 
Dalam konteks tantangan bencana ekologis ini, generasi Z, khususnya mahasiswa bidang Teknik 
Lingkungan, memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan. Sebagai generasi yang lahir dan 
tumbuh di era digital dengan kesadaran lingkungan yang tinggi, Generasi Z menunjukkan 
karakteristik unik dalam merespons krisis kemanusiaan global (Siregar, 2023). Penelitian 
menunjukkan bahwa Generasi Z tidak hanya merespons krisis melalui inisiatif digital, tetapi juga 
berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam mitigasi bencana dan perlindungan 
lingkungan. Mahasiswa Teknik Lingkungan memiliki kompetensi teknis yang spesifik dalam 
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Peran mereka tidak hanya terbatas pada aspek 
respons darurat, melainkan juga pada upaya preventif melalui pengelolaan sampah, pengolahan 
limbah, peningkatan kualitas air minum, perbaikan sistem drainase, serta peningkatan dan 
pemeliharaan ruang terbuka hijau dan tutupan lahan hijau (Herlambang & Martono, 2008). 
Kontribusi ini sejalan dengan kewajiban warga negara untuk menjaga dan melestarikan 
lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. 

 
Pendidikan dan kesadaran mitigasi bencana harus menjadi prioritas dalam kurikulum 
pendidikan tinggi, khususnya di bidang lingkungan (Prastowo & Wahyuningsih, 2020). Mitigasi 
bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, yang tidak hanya 
membutuhkan kesadaran tetapi juga pengetahuan dan keterampilan teknis. Penelitian 
menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, ilmuwan, dan 
masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tahan 
bencana bagi generasi mendatang (Pribadi & Mariany, 2012). 

 
Kasus banjir bandang Sumatera memberikan pelajaran penting tentang urgensi 
mengintegrasikan hak konstitusional dengan kewajiban ekologis. Di satu sisi, negara 
berkewajiban memenuhi hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan aman melalui 
penegakan hukum lingkungan yang tegas dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 
Di sisi lain, warga negara, khususnya Generasi Z yang terdidik dalam bidang lingkungan, memiliki 
kewajiban untuk berkontribusi aktif dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana ekologis. 
Perspektif mahasiswa Teknik Lingkungan Gen Z terhadap bencana ini menjadi penting untuk 
dipahami, mengingat generasi muda yaitu Gen Z akan menjadi penerus, pemimpin dan praktisi 
lingkungan di masa depan yang akan menentukan arah kebijakan dan praktik pengelolaan 
lingkungan Indonesia. 

 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana banjir merupakan tanggung jawab bersama yang 
melibatkan seluruh unsur masyarakat. Setiap individu tidak hanya memiliki hak untuk 
memperoleh lingkungan hidup yang baik dan aman dari ancaman bencana, tetapi juga memiliki 
kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Hak dan kewajiban 
tersebut terwujud melalui partisipasi dalam upaya mitigasi bencana, baik melalui perilaku 
sehari-hari yang ramah lingkungan maupun keterlibatan dalam pengelolaan infrastruktur 
lingkungan. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini disusun untuk mengkaji secara umum hak dan 
kewajiban warga negara, konsep mitigasi bencana banjir, serta peran pengelolaan infrastruktur 
lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling terkait dalam upaya pengurangan risiko banjir. 
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2.1 Hak 
 

Menurut Prof. R.M.T. Sukamto Notonagoro, hak merupakan suatu kuasa yang ditujukan untuk 
menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan (Farahdiba et al., 
2021). Dan sudah semestinya masyarakat Indoneisa berhak mendapatkan lingkungan sekitar 
yang bersih, sehat, aman, dan tidak terdampak bencana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa 
lingkungan hidup Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek. Berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 5 Ayat (1),(2),(3) bahwa setiap 
orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan aman. Setiap orang 
mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam 
pengelolaan lingkungan hidup.  

 

2.2 Kewajiban 
 
Selain adanya hak warga negara Indonesia dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan 
sehat, penting untuk menempatkan pembahasan kewajiban sebagai konsekuensi yang tidak 
terpisahkan dari pemenuhan hak tersebut. Hak atas lingkungan yang berkualitas menuntut 
adanya tanggung jawab aktif dari setiap warga negara untuk menjaga, melindungi, dan mengelola 
lingkungan secara berkelanjutan. 

 
2.2.1 Konsep Kewajiban Warga Negara dalam Pengelolaan Lingkungan 
 
Kewajiban warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari 
konsep civic engagement dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kualitas lingkungan. 
Keterlibatan warga negara tidak hanya mencakup hak menikmati lingkungan yang baik tetapi 
juga termasuk kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan berpartisipasi dalam upaya 
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Studi yuridis menunjukkan bahwa hak dan kewajiban 
masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup saling terkait, di mana 
masyarakat wajib mengambil peran aktif dalam pengawasan sosial, pemberian masukan, serta 
pelaporan informasi yang akurat demi keberhasilan program lingkungan hidup berkelanjutan. 
Peran serta ini mencerminkan kesadaran kolektif warga negara untuk bertanggung jawab atas 
keberlanjutan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup dan mitigasi risiko bencana 
(Kawengian, 2019). 

 
Mitigasi banjir sebagai salah satu bentuk pengelolaan lingkungan sangat bergantung pada 
partisipasi aktif masyarakat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat 
langsung dalam kegiatan lingkungan, seperti pembersihan drainase, edukasi sampah, dan 
penghijauan, dapat memengaruhi efektivitas pengurangan risiko banjir. Di Kelurahan Rawajati, 
partisipasi Kampung Iklim dalam edukasi pengelolaan sampah, perluasan zona hijau, dan 
kegiatan pembersihan sungai secara sistematis terbukti memberikan dampak terhadap frekuensi 
kejadian banjir pada beberapa wilayah studi, meskipun tingkat keterlibatan masyarakat masih 
bervariasi (Rahayu et al., 2025).  

 
Penelitian lain di Kota Tanjungbalai menguatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 
penanggulangan bencana banjir melalui kegiatan gotong royong membersihkan drainase, 
pembangunan fasilitas fisik sementara, serta pelaporan kondisi lingkungan telah menjadi bentuk 
partisipasi nyata dalam mitigasi banjir. Bentuk-bentuk keterlibatan ini tidak hanya 
memperlihatkan tanggung jawab sosial warga negara, tetapi juga menunjukkan keterkaitan 
antara kewajiban pengelolaan lingkungan dengan kemampuan masyarakat dalam menghadapi 
ancaman banjir (Raysyah & Putra, 2025).  
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2.2.2 Pengelolaan Lingkungan sebagai Modal Utama dalam Mitigasi Bencana 

 
Sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara dalam pengelolaan lingkungan, keterlibatan 
masyarakat dalam berbagai upaya manajemen lingkungan juga memainkan peran penting dalam 
mitigasi banjir. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui 
bank sampah, misalnya, tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang bisa 
menyumbat saluran air tetapi juga mencerminkan kewajiban warga negara untuk ikut serta 
dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Mekanisme partisipatif ini 
berkontribusi langsung pada aspek pencegahan banjir dengan mengurangi dampak buruk dari 
pencemaran lingkungan (Purwendah et al., 2022). Lebih jauh lagi, prinsip partisipatif yang 
memadukan kewajiban warga negara dengan adaptasi lokal dalam konteks mitigasi bencana 
banjir di berbagai wilayah menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat dapat memperkuat 
ketahanan lingkungan. Pendekatan adaptif dan partisipatif yang melibatkan warga dalam 
rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan, serta edukasi kebencanaan terbukti meningkatkan 
kesadaran dan kapabilitas masyarakat dalam mengelola risiko banjir secara berkelanjutan (Yakin 
et al., 2025).  

 
Secara teoritis, kewajiban warga negara dalam pengelolaan lingkungan mengandung unsur 
tanggung jawab sosial kolektif yang terhubung dengan kemampuan mitigasi risiko bencana. 
Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan lingkungan merupakan realisasi dari kewajiban 
tersebut yang tidak hanya berkontribusi pada pelestarian fungsi lingkungan tetapi juga pada 
kesiapsiagaan bencana. Secara praktis, keterlibatan komunitas dalam kegiatan mitigasi banjir 
menunjukkan bahwa aksi warga negara dapat menangani akar masalah lingkungan yang menjadi 
pemicu banjir, seperti saluran tersumbat dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan 
sampah yang baik. 

 
2.3 Mitigasi 
 
Mitigasi bencana merupakan upaya terencana untuk menekan risiko dan dampak bencana 
sebelum kejadian berlangsung (UNDRR, 2017). Dalam bencana hidrometeorologi seperti banjir 
bandang, mitigasi berkaitan erat dengan pengelolaan daerah aliran sungai, tata guna lahan, serta 
perlindungan ekosistem yang memengaruhi intensitas dan frekuensi bencana (FAO, 2018). Oleh 
karena itu, mitigasi perlu dipahami sebagai pendekatan terpadu yang mengintegrasikan aspek 
ekologis, sosial, dan kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. 
 
Mitigasi dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat dalam 
menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat. Penguatan sistem air 
bersih, sanitasi, pengelolaan persampahan, serta perlindungan kawasan hutan di wilayah hulu 
merupakan bagian penting dari strategi mitigasi untuk menekan dampak ekologis dan risiko 
kesehatan pascabencana. Selain itu, peran generasi muda dan kalangan akademisi, khususnya di 
bidang teknik lingkungan, dinilai strategis dalam mendorong mitigasi berbasis pengetahuan 
melalui edukasi, inovasi teknis, dan peningkatan partisipasi masyarakat (UNDRR, 2022). 
 
2.4 Pengelolaan infrastruktur lingkungan  
 
Pengelolaan infrastruktur lingkungan merupakan aspek fundamental dalam upaya 
mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan aman sekaligus meningkatkan 
ketahanan terhadap risiko bencana, seperti banjir bandang. Infrastruktur lingkungan tidak hanya 
merujuk pada struktur fisik, tetapi juga pada sistem pengelolaan yang terintegrasi antara 
komponen teknis, ekologi, dan sosial. Dalam konteks urban dan kawasan rawan bencana, 
pendekatan ini mencakup pengelolaan sampah yang efektif, pengolahan limbah cair, penyediaan 
air minum layak, pengendalian drainase, serta peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka 
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hijau dan tutupan lahan hijau. Pengelolaan sampah merupakan komponen kritis dalam 
infrastruktur lingkungan karena sampah yang tidak dikelola dengan baik berkontribusi pada 
pencemaran air, penyumbatan saluran drainase, dan peningkatan risiko banjir. Penelitian oleh 
(Rokilah et al., 2025) menunjukkan bahwa model pengelolaan sampah berkelanjutan yang 
melibatkan aspek sosial, teknologi, kelembagaan, dan ekonomi dapat mengurangi dampak negatif 
terhadap sistem drainase dan sumber air, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat untuk 
pencegahan pencemaran lingkungan. 
 
Pengolahan limbah cair domestik dan industri adalah bagian integral dari infrastruktur 
lingkungan yang dirancang untuk menurunkan beban pencemar sebelum dibuang atau 
dimanfaatkan kembali. Perencanaan teknis pengelolaan air limbah di tingkat komunitas seperti 
yang dibahas Sylviana & Hermana (2025) menekankan penyesuaian desain terhadap kondisi 
lokal untuk memastikan bahwa sistem pengolahan, termasuk biofilter dan instalasi pengolahan 
air limbah, berfungsi optimal dalam menurunkan parameter pencemar seperti BOD dan COD. 
Selain itu, penyediaan dan peningkatan kualitas air minum merupakan hak dasar yang harus 
dipenuhi sebagai bagian dari layanan infrastruktur lingkungan. Akses terhadap air minum yang 
aman berkorelasi langsung dengan kesehatan komunitas dan merupakan prasyarat bagi 
kehidupan serta kebersihan lingkungan. Infrastruktur distribusi air minum yang layak dan sistem 
pengolahan air baku yang memenuhi standar kesehatan mendukung upaya mitigasi dampak 
penyakit dan meningkatkan ketahanan sosial terhadap bencana (Putri et al., 2023). 
 
Fungsi sistem drainase yang efektif dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk mengendalikan 
aliran permukaan dan mencegah genangan air yang dapat menyebabkan banjir. Sistem drainase 
perlu dirancang dengan pendekatan berwawasan lingkungan seperti sustainable urban drainage 
systems yang menggabungkan teknik konvensional dengan prinsip infiltrasi dan retensi alami. 
Pendekatan ini selaras dengan konsep water sensitive urban design dan green infrastructure yang 
mengintegrasikan elemen hijau untuk meningkatkan kinerja drainase serta kualitas air dalam 
kawasan perkotaan (Ferdowsi et al., 2024). Ruang terbuka hijau (RTH) dan tutupan lahan hijau 
memainkan peran multifungsi dalam infrastruktur lingkungan. RTH bukan hanya menyumbang 
pada estetika dan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berfungsi dalam regulasi hidrologi untuk 
meningkatkan infiltrasi air tanah, mengurangi limpasan permukaan, serta mengurangi risiko 
banjir dan erosi. Vegetasi dalam ruang terbuka hijau mampu menyerap karbon, memperbaiki 
kualitas udara, mendorong infiltrasi air hujan, serta menyediakan layanan ekosistem yang 
mendukung ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologis 
(Aisy dan Gusri, 2025). 
 
Secara keseluruhan, integrasi berbagai komponen infrastruktur lingkungan pengelolaan sampah, 
limbah cair, air minum, drainase, dan ruang terbuka hijau membentuk suatu sistem holistik yang 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan aman 
serta mengurangi dampak bencana seperti banjir bandang. Pendekatan ini sejalan dengan konsep 
green and blue infrastructure atau integrated urban water management yang menekankan 
pengelolaan sumber daya air, ruang hijau, dan sistem teknis secara terpadu untuk mencapai 
tujuan pembangunan berkelanjutan (Pinto et al., 2023). 
 
 

3. METODOLOGI 

 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis 
untuk mengkaji dinamika hak dan kewajiban warga negara di era Gen Z dari sudut pandang 
ilmiah Teknik Lingkungan. Pengumpulan data melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap 
dokumen hukum nasional mengenai hak konstitusional atas lingkungan yang sehat, aman dan 
baik, yang harus diselaraskan dengan tanggung jawab khusus warga negara. Analisis melalui 
studi kasus dilakukan pada isu kerusakan lingkungan, yang menyoroti kesenjangan antara 
akuntabilitas pemerintah dan keselamatan publik. Selain itu, metode analisis data interpretatif 
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digunakan untuk menghubungkan konsep kewarganegaraan dengan implementasi praktis teknik 
lingkungan. Studi ini akan berfokus pada fungsi strategis Gen Z dalam mengubah kewajiban 
warga negara menjadi tindakan nyata sebagai upaya pencegahan dan pemulihan dalam 
melestarikan keberlanjutan lingkungan. 

 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Masyarakat penduduk Indonesia sudah semestinya berhak mendapatkan lingkungan sekitar 

yang bersih, sehat, aman, dan tidak terdampak bencana. Selain dampak yang ditimbulkan dari 

rusaknya lingkungan membahayakan masyarakat dan sekitarnya, juga menghilangkan hak 

masyarakat terkait mendapatkan rasa aman untuk tinggal di negaranya. Sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

menjelaskan bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha 

Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek. 

Selain itu dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan 

umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan 

hidup Pancasila, perlu dilaksanakan Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 5 Ayat 

(1),(2),(3) menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup 

yang baik, sehat, dan aman. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang 

berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak 

untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang 

yang berlaku. Selain itu hak masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman 

juga diatur dalam perbaruan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 

yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik, sehat, dan 

aman merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lebih menjamin 

kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik, sehat dan aman sebagai bagian dari perlindungan terhadap 

keseluruhan ekosistem. 

 

4.1 Pengelolaan Infrastruktur Lingkungan Aspek Udara 
 
Pengelolaan infrastruktur lingkungan pada aspek udara merupakan elemen penting dalam 
menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman, khususnya di wilayah yang 
memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir bandang seperti di Sumatera. Dalam 
konteks bencana, kualitas udara sering kali tidak menjadi prioritas utama penanganan, meskipun 
dampaknya terhadap kesehatan masyarakat bersifat langsung dan berkelanjutan. Penurunan 
kualitas udara dapat terjadi tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada fase 
pascabencana ketika proses pemulihan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek 
udara perlu dipandang sebagai bagian integral dari sistem mitigasi bencana dan pengelolaan 
infrastruktur lingkungan secara menyeluruh. 

 
Pasca banjir bandang, lingkungan permukiman umumnya dipenuhi oleh endapan lumpur, 
sampah, serta material organik yang terbawa arus. Ketika material tersebut mengering atau 
mengalami proses pembusukan, terjadi peningkatan partikel debu, bau menyengat, serta potensi 
pelepasan gas berbahaya ke udara. Situasi ini semakin memburuk apabila infrastruktur 
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pengelolaan sampah dan pembersihan lingkungan tidak berfungsi secara optimal akibat 
kerusakan akses dan keterbatasan fasilitas. Paparan polutan udara dalam jangka waktu tertentu 
berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama penyakit saluran pernapasan, iritasi, 
dan penurunan kenyamanan hidup masyarakat terdampak. Kelompok rentan seperti anak-anak, 
lansia, dan penderita penyakit pernapasan kronis menjadi pihak yang paling merasakan dampak 
dari kondisi tersebut (Manisalidis et al., 2020). 

 
Dari sisi infrastruktur, pengelolaan kualitas udara dalam situasi bencana masih menunjukkan 
berbagai keterbatasan. Infrastruktur pemantauan kualitas udara umumnya terpusat di kawasan 
perkotaan dan belum menjangkau wilayah rawan bencana secara merata. Selain itu, sistem 
pemantauan yang ada belum dirancang untuk kondisi darurat, sehingga tidak mampu 
memberikan informasi kualitas udara secara cepat dan berkelanjutan pascabencana. Ketiadaan 
data ini menyebabkan upaya pengendalian pencemaran udara dan perlindungan kesehatan 
masyarakat sulit dilakukan secara efektif. Hal tersebut mencerminkan belum optimalnya 
integrasi aspek udara dalam perencanaan infrastruktur mitigasi bencana. Kegiatan tanggap 
darurat dan pemulihan pascabencana juga memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas 
udara apabila tidak dikelola dengan baik. Penggunaan alat berat, kendaraan operasional, serta 
aktivitas pengerukan lumpur dapat meningkatkan emisi gas buang dan partikel debu di 
lingkungan sekitar. Di sisi lain, praktik pembakaran sampah secara terbuka yang kerap dilakukan 
untuk mempercepat pembersihan wilayah terdampak turut memperburuk kondisi udara 
ambien. Tanpa adanya pengaturan dan pengendalian yang jelas, aktivitas-aktivitas tersebut 
justru berpotensi menambah risiko pencemaran udara dan memperpanjang dampak lingkungan 
pascabencana. 

 
Salah satu solusi utama adalah penguatan infrastruktur pemantauan kualitas udara yang bersifat 

adaptif dan fleksibel. Penggunaan alat pemantau kualitas udara portabel dapat menjadi alternatif 

untuk menjangkau wilayah terdampak banjir bandang yang jauh dari stasiun pemantauan 

permanen (Liu et al., 2020). Data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam menentukan langkah perlindungan kesehatan masyarakat, seperti pembatasan 

aktivitas tertentu atau pemberian alat pelindung diri. Selain itu, ketersediaan data kualitas udara 

yang akurat juga mendukung transparansi informasi kepada masyarakat, sehingga mereka dapat 

memahami risiko yang dihadapi dan menyesuaikan perilaku sehari-hari. Solusi lainnya berkaitan 

dengan pengendalian sumber pencemar udara selama proses tanggap darurat dan pemulihan. 

Aktivitas pengerukan lumpur dan penggunaan alat berat perlu diatur melalui penerapan standar 

operasional yang memperhatikan aspek emisi dan debu, misalnya dengan penyiraman area kerja 

secara berkala dan pemilihan peralatan dengan emisi lebih rendah. Praktik pembakaran sampah 

terbuka harus dilarang dan digantikan dengan sistem pengelolaan sampah sementara yang lebih 

ramah lingkungan, seperti pengumpulan terpusat dan pengangkutan bertahap ke fasilitas 

pengolahan. Dengan pengendalian sumber pencemar yang baik, dampak negatif terhadap 

kualitas udara dapat ditekan secara signifikan. Selain aspek teknis, penguatan kapasitas 

kelembagaan dan partisipasi masyarakat juga menjadi solusi penting dalam pengelolaan 

infrastruktur udara pascabencana. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam 

kegiatan pembersihan lingkungan yang terorganisir dan terkontrol, disertai dengan edukasi 

mengenai bahaya pencemaran udara dan cara pencegahannya. Penyediaan masker, informasi 

kualitas udara, serta panduan aktivitas aman pascabencana merupakan bagian dari perlindungan 

kesehatan yang dapat dilakukan secara sederhana namun efektif. Keterlibatan masyarakat ini 

tidak hanya meningkatkan efektivitas penanganan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya menjaga kualitas udara. 
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Dari perspektif mahasiswa Teknik Lingkungan, solusi jangka panjang perlu diarahkan pada 

pembangunan infrastruktur lingkungan yang lebih tangguh terhadap bencana. Hal ini mencakup 

perencanaan sistem pengelolaan sampah yang tidak mudah lumpuh saat bencana, 

pengembangan ruang terbuka hijau sebagai penyangga kualitas udara, serta penerapan teknologi 

rendah emisi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendekatan ini mencerminkan 

kewajiban mitigasi bencana yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan 

berorientasi pada keberlanjutan. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, pengelolaan 

infrastruktur lingkungan pada aspek udara dapat berkontribusi nyata dalam mengurangi risiko 

kesehatan dan mendukung hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman. 

 

4.2 Pengelolaan Infrastruktur Lingkungan Aspek Air 
 
Hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan layak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan air mengharuskan negara untuk 
memastikan ketersediaan air minum yang memenuhi standar mutu dan menyediakan 
pengelolaan air limbah yang efisien untuk mencegah pencemaran sungai, yang merupakan 
sumber penghidupan bagi masyarakat yang bergantung padanya. Ketiadaan air minum yang 
memadai dan pengabaian terhadap pencemaran limbah rumah tangga dan industri merupakan 
pelanggaran hak asasi manusia, yang seringkali diakibatkan oleh kelalaian pemerintah dan 
sistem pengendalian pencemaran yang tidak memadai. 

 
Kontaminasi E. coli yang signifikan pada air tanah di DKI Jakarta menimbulkan masalah sanitasi 
di daerah perkotaan yang padat penduduk, karena air tanah tersebut masih menjadi sumber air 
minum utama bagi masyarakat yang belum terlayani oleh fasilitas sanitasi. Masalah ini muncul 
dari jangkauan Sistem Pipa Air Limbah Terpusat (SPAL-T) yang terbatas, yang baru mencakup 
kurang dari 15%, sehingga masyarakat masih bergantung pada tangki septik yang bocor atau 
tidak tertutup rapat, memungkinkan limbah tinja meresap ke dalam akuifer dangkal. Salah satu 
konsekuensi utama dari hal ini adalah meluasnya kejadian diare dan stunting pada anak-anak 
kecil akibat konsumsi air yang terkontaminasi tinja (Tempo, 2022). 

 
Oleh karena itu, perlu melakukan kewajiban dalam penyediaan air minum. Kewajiban 
penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu kesehatan menuntut penerapan 
kompetensi teknis yang ketat secara menyeluruh, mulai dari pengambilan air baku hingga 
distribusinya ke masyarakat. Proses ini tidak hanya berfokus pada rekayasa teknologi di Instalasi 
Pengolahan Air Minum, tetapi mencakup pemeliharaan integritas jaringan distrisbusi. Adapun 
aspek-aspek krusial dalam pelaksanaan kewajiban ini meliputi: 

1. Sebagai warga negara yang mengonsumsi air minum, wajib menjaga sumber air baku 

(sungai, danau, atau mata air) untuk memastikan sumber air terlindungi dari pencemaran 

hulu. 

2. Untuk pemerintah, dengan mengoptimalisasi unit operasi dan proses yang tepat guna 

untuk menghilangkan patogen dan zat kimia berbahaya. Selain itu, perlu adanya 

monitoring kualitas berkala sesuai standar baku mutu air minum dan rutin melakukan 

pemeliharaan jaringan distribusi dengan tujuan mencegah kebocoran dan menjamin 

tekanan air stabil (Reynolds & Richards, 1996). 

 

Tanggung jawab pengelolaan air limbah merupakan langkah proaktif penting untuk mencegah 
penyakit yang ditularkan melalui air dan kerusakan ekosistem perairan yang berfungsi sebagai 
area pembuangan pasca-pengolahan. Air limbah perlu diproses di Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (WWTP) sebelum dilepaskan ke badan air penerima. Hal ini bertujuan untuk 
meminimalkan beban polutan organik dan anorganik, sehingga sungai dapat tetap menjadi 
sumber air baku bagi masyarakat di hilir. 
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Banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Sumatera pada tahun 2025 menjadi bukti 
nyata kerusakan ekologis yang terakumulasi akibat perubahan penggunaan lahan di daerah hulu, 
yang berdampak parah pada infrastruktur air yang penting. Secara teknis, curah hujan lebat yang 
membawa lumpur dan puing-puing kayu mengakibatkan kerusakan struktural yang signifikan 
pada fasilitas pengambilan air PDAM dan pipa transmisi. Akibatnya, ribuan keluarga menghadapi 
gangguan total dalam ketersediaan air bersih. Selain kerusakan fisik, tingkat kekeruhan di 
sumber air baku sungai meningkat secara signifikan, melampaui kemampuan unit pengolahan, 
sehingga air tersebut tidak memenuhi standar kualitas Kementerian Kesehatan. Situasi ini 
menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk melestarikan daerah aliran sungai, yang 
secara langsung melanggar hak warga negara untuk mengakses layanan air minum yang aman 
dan berkelanjutan (BNPB, 2025). 

 
Dari sudut pandang kebersihan, peristiwa ini menyebabkan krisis kesehatan lingkungan yang 
signifikan. Banjir bandang menyebabkan tangki septik warga meluap, mengakibatkan limbah 
tinja (air hitam) bercampur dengan air limpasan banjir, yang kemudian mencemari sumber air 
tanah dangkal di dekatnya (sumur gali) yang diandalkan warga sebagai alternatif selama 
gangguan pasokan air. Kehadiran bakteri E. coli dan Coliform melalui kontaminasi silang 
meningkatkan kemungkinan penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera dan disentri 
selama periode pengungsian. Hal ini menuntut keterlibatan proaktif dari spesialis Teknik 
Lingkunganuntuk mengkonfigurasi ulang kerangka sanitasi yang tahan bencana, termasuk 
pemasangan tangki septik kedap air yang ditinggikan atau sistem sanitasi terpusat yang 
terlindungi, serta melaksanakan tindakan darurat dengan menawarkan unit pengolahan air 
bergerak untuk mengganggu siklus penularan penyakit. 

 
Mahasiswa Teknik Lingkungan, yang mewakili Generasi Z, memegang posisi kunci dengan 

menggabungkan keterampilan teknik rekayasa dengan tanggung jawab sosial untuk mengatasi 

masalah krisis air bersih dan sanitasi. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan merancang dan 

mengawasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

yang efektif, efisien, dan inovatif untuk menjamin kepatuhan terhadap standar kualitas kesehatan 

yang ketat (Tchobanoglous et al., 2014). Selain itu, mahasiswa secara aktif terlibat dalam 

menciptakan teknologi yang sesuai dan melaksanakan pengecekan kualitas air untuk mencegah 

pencemaran lingkungan, sehingga memainkan peran penting dalam memastikan hak 

konstitusional atas air bersih yang aman dan lingkungan yang berkelanjutan (Listyawati, 2022). 

 
4.3 Pengelolaan Infrastruktur Lingkungan Aspek Persampahan 
 
Dalam konteks pengelolaan sampah, hak konstitusional yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 
1945 pada Pasal 28H ayat (1) memiliki arti bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup di 
lingkungan yang bebas dari pencemaran sampah, memiliki akses terhadap sistem pengelolaan 
sampah yang memadai, dan terlindungi dari dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan 
keselamatan, termasuk bencana banjir yang dipicu oleh pengelolaan sampah yang buruk. Hal ini 
mengandung dimensi positif, yaitu menuntut negara menyediakan infrastruktur dan layanan 
pengelolaan sampah yang layak, serta dimensi negatif, yaitu hak untuk tidak dirugikan oleh 
pencemaran dan bencana akibat sampah. 
 
Pada kenyataannya, terdapat beberapa kegagalan dalam pemenuhan hak terkait persampahan, 
yaitu: 
1. Kasus Banjir Bekasi 

Banjir di Kota Bekasi pada Maret 2025 mencerminkan kegagalan pemenuhan hak 
konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat, dan aman akibat interaksi faktor 
hidrometeorologis dan tekanan antropogenik, khususnya alih fungsi lahan, penurunan daya 
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resap, serta pengelolaan sampah yang tidak efektif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa 
degradasi tata guna lahan perkotaan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah 
berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko banjir perkotaan (Shafique & Kim, 
2017; Wijayanti et al., 2022). Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan terpadu yang 
mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, tata kelola persampahan, perubahan 
perilaku publik, dan penegakan regulasi untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional 
atas lingkungan sehat (UNEP, 2021). 

2. Krisis Sungai Ciliwung 

Penelitian menunjukkan bahwa pembuangan sampah sembarangan dan akumulasi sedimen 
berkontribusi signifikan terhadap meluasnya banjir di kawasan bantaran Sungai Ciliwung, 
yang diperparah oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas Tempat Penampungan Sampah 
Sementara (TPS) (Febriyani et al., 2025). Praktik pembuangan sampah domestik ke sungai 
tidak hanya menurunkan kualitas air, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat 
melalui proliferasi vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus (WHO, 2017; Azhari et al., 
2023). Kondisi ini merefleksikan kegagalan sistemik pemenuhan hak atas lingkungan sehat 
dan aman akibat lemahnya penyediaan infrastruktur oleh negara dan rendahnya kepatuhan 
warga terhadap kewajiban lingkungan. 

 
Namun, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan konstitusional, hak atas lingkungan 
sehat dan aman perlu diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan 
hidup. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menjadi fondasi dalam membangun 
sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Warga negara memiliki 
kewajiban dalam pengelolaan sampah sebagai berikut: 
1. Kewajiban Individual 

Warga negara memiliki kewajiban individual untuk mengelola sampah yang dihasilkannya 
secara bertanggung jawab melalui pemilahan dari sumber antara sampah organik, 
anorganik, dan B3, penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R), serta tidak membuang 
sampah sembarangan, khususnya ke sungai dan sistem drainase. Pemilahan dari sumber 
terbukti mampu mengurangi beban sampah ke TPA hingga 50–70% sekaligus meningkatkan 
nilai ekonomi material daur ulang, sehingga kegagalan menjalankan kewajiban ini tidak 
hanya berdampak lingkungan, tetapi juga melanggar hak warga negara lain atas lingkungan 
yang sehat dan aman (Mahyudin, 2016; Kaza et al., 2018). 

2. Kewajiban Kolektif 

Kewajiban kolektif merujuk pada tanggung jawab bersama masyarakat sebagai komunitas 
dalam menjaga dan mengelola lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis partisipasi, 
yaitu melalui keterlibatan aktif dalam program seperti bank sampah, pengomposan 
komunal, gotong royong kebersihan, serta pengawasan sosial terhadap perilaku membuang 
sampah sembarangan. Berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi kolektif masyarakat 
dalam pengelolaan sampah dan pemeliharaan drainase berkontribusi signifikan terhadap 
pengurangan risiko banjir perkotaan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada 
konsistensi partisipasi dan dukungan infrastruktur yang memadai (Wilson et al., 2015; 
Wijayanti et al., 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa lingkungan merupakan barang publik 
yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab 
negara. 

3. Kewajiban Advokasi 

Kewajiban advokasi merupakan bentuk kewarganegaraan aktif yang menempatkan warga 
negara sebagai subjek pengawasan dan penggerak kebijakan lingkungan. Warga negara, 
khususnya kelompok terdidik seperti mahasiswa Teknik Lingkungan, berkewajiban 
mendorong kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui partisipasi publik, 
penyampaian aspirasi, serta pemanfaatan mekanisme hukum ketika negara lalai. Advokasi 
warga terbukti berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas negara dan mendorong 
perbaikan sistemik tata kelola lingkungan, termasuk penerapan kebijakan Extended 
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Producer Responsibility (EPR), insentif pemilahan sampah, dan penguatan penegakan hukum 
lingkungan (Peel & Osofsky, 2018; UNEP, 2021). 

 

Secara lebih jelas, Generasi Z, khususnya mahasiswa Teknik Lingkungan, memiliki peranan 
penting dalam aspek persampahan ini, beberapa di antaranya adalah: 

a. Sebagai edukator dan agen perubahan perilaku 

Mahasiswa Teknik Lingkungan memiliki tanggung jawab strategis untuk meningkatkan 

literasi masyarakat mengenai keterkaitan pengelolaan sampah dan mitigasi banjir. Dengan 

keunggulan literasi digital, mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial dan pendekatan 

partisipatif berbasis komunitas untuk mendorong perubahan perilaku, yang terbukti efektif 

dalam pencegahan banjir perkotaan (Sitohang et al., 2022). Peran ini menempatkan 

mahasiswa tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai penggerak transformasi 

sosial berbasis pengetahuan ilmiah. 

b. Sebagai inovator teknologi untuk kepentingan publik 

Mahasiswa Teknik Lingkungan berkewajiban mengaplikasikan kompetensi teknisnya dalam 

pengembangan solusi pengelolaan sampah berkelanjutan, baik melalui teknologi skala kota 

seperti waste-to-energy (PLTSa) maupun teknologi komunal seperti pengomposan dan 

biodigester. Kontribusi mahasiswa meliputi analisis teknis-ekonomis, penyesuaian teknologi 

dengan karakteristik sampah lokal, serta pengembangan inovasi digital untuk meningkatkan 

efisiensi sistem persampahan. Pendekatan ini tidak hanya menekan beban TPA dan risiko 

banjir, tetapi juga mendukung transisi menuju ekonomi sirkular dan energi terbarukan. 

c. Sebagai advokat kebijakan dan mediator berbagai pihak 

Kebijakan pengelolaan sampah yang progresif dan berbasis bukti, termasuk penerapan 

ekonomi sirkular, Extended Producer Responsibility (EPR), serta integrasi pengelolaan 

sampah dan drainase dalam perencanaan tata ruang juga dapat didorong atau didukung oleh 

mahasiswa Teknik Lingkungan. Selain advokasi kebijakan, mahasiswa juga berfungsi sebagai 

mediator antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proyek persampahan, dengan 

memastikan proses yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan. Peran ini memperkuat posisi 

mahasiswa sebagai aktor kunci dalam pembangunan lingkungan perkotaan yang 

berkelanjutan. 

 
Hak konstitusional atas lingkungan sehat dan aman yang dijamin oleh UUD 1945 tidak akan 
terwujud tanpa pemenuhan kewajiban oleh semua pihak. Kasus-kasus banjir di Bekasi, Sungai 
Ciliwung, dan berbagai daerah lain menunjukkan bahwa kegagalan dalam pengelolaan sampah 
bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah pemenuhan hak dan kewajiban 
kewarganegaraan. 
 
Generasi Z, khususnya Mahasiswa Teknik Lingkungan, memiliki tanggung jawab historis untuk 
menjadi garda terdepan dalam transformasi sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Melalui 
peran sebagai edukator, inovator, dan advokat, mahasiswa TL dapat menjembatani kesenjangan 
antara hak yang dijamin konstitusi dan realitas yang dialami masyarakat. Penggunaan teknologi 
digital untuk edukasi massal, pengembangan solusi teknologi yang tepat guna seperti PLTSa dan 
komposting komunal, serta advokasi kebijakan berbasis bukti ilmiah adalah bentuk-bentuk 
konkret pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan. 
 
Kasus banjir bandang Sumatera yang merenggut ratusan nyawa mengajarkan bahwa kelalaian 
dalam pengelolaan lingkungan, termasuk sampah, memiliki konsekuensi yang tinggi. Sampah 
yang menyumbat drainase bukan hanya masalah estetika atau kenyamanan, tetapi masalah 
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keselamatan jiwa. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dipandang sebagai bagian integral 
dari sistem mitigasi bencana dan pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan sehat, dan aman. 
Sebagai warga negara yang memiliki hak atas lingkungan sehat dan aman, semua orang 
berkewajiban untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang 
tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis. 
 
 

5. KESIMPULAN 

 
Banjir bandang di Sumatera tahun 2025 menunjukkan bahwa hak konstitusional warga negara 
atas lingkungan hidup yang sehat dan aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 
1945 belum terpenuhi secara optimal, akibat akumulasi kerusakan ekologis seperti deforestasi, 
degradasi daerah aliran sungai, serta lemahnya pengelolaan infrastruktur lingkungan. Bencana 
ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis dan material, tetapi juga berdampak pada 
penurunan kualitas udara, terganggunya penyediaan air bersih dan sanitasi, serta buruknya 
pengelolaan sampah yang meningkatkan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh 
karena itu, pemenuhan hak atas lingkungan sehat dan aman harus diimbangi dengan kewajiban 
mitigasi bencana oleh negara dan partisipasi aktif warga negara, khususnya Generasi Z dan 
mahasiswa Teknik Lingkungan, melalui kontribusi keilmuan, inovasi teknologi, edukasi 
masyarakat, dan advokasi kebijakan berbasis keberlanjutan guna mewujudkan pengelolaan 
lingkungan yang preventif, adil, dan berkelanjutan.  
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